SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR
SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

bahwa dalam rangka pemberdayaan arsip untuk
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara
efektif dan efisien serta tertibnya penyusutan dan
penyelamatan arsip kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan
pejabat negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi
perlu ditetapkan Jadwal Retensi Arsip;

bahwa Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian
Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dairi telah mendapat persetujuan dari
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan
Surat Nomor B-PK.02.09/41/2017 perihal Persetujuan
Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Kepegawaian
Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dairi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi
Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor
7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2689);



. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Unda]ng—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang
Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3067);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang  Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



Memperhatikan

Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Perat)uran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);

Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
dan Pejabat Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 228);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal
Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 665);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);

Surat Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor B-
PK.02.09/41/2017 perihal Persetujuan Jadwal Retensi
Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil
Negara dan Pejabat Negara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dairi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
FASILITATIF FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN DAIRI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1:
2.
3.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Daerah adalah Kabupaten Dairi.

Bupati adalah Bupati Dairi.

Pemerintahan Daerah adalah Bupati Dairi sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Kabupaten Dairi.

. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

. Pejabat Negara adalah Bupati Dairi dan Wakil Bupati Dairi.
. Retensi Arsip adalah Jangka waktu penyimpanan yang wajib

dilakukan terhadap suatu jenis arsip kepegawaian.

. Pejabat Lainnya adalah Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi, Ketua Komisi
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi, Anggota Komisi
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Ketua, Wakil Ketua,
Anggota Komisi Lainnya.

. Staf Khusus adalah Staf Khusus Bupati Dairi.
10.
11.

Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Dairi.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah
daftar yang berisi sekurang-kurangnya berisi jangka waktu
penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang
berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip
dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang
digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan
arsip.

Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu
jenis/seri arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan;
Arsip Kepegawaian adalah arsip yang tercipta dalam rangka
perjalanan karier ASN dalam proses pembinaan kepegawaian
oleh pejabat yang berwenang.

Data Kepegawaian adalah informasi mengenai perkembangan
karier PNS yang disusun berdasarkan arsip dokumentasi
kepegawaian dari instansi yang bersangkutan.

Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/atau terus menerus.

Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menurun.

Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan
bahwa jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu
penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan
bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau
nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Lembaga
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19.

20.

(1)

(2)

(1)

2)

Kearsipan Daerah sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai
dengan lingkup kewenangan masing-masing.

Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang
menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan
rekomendasi akhirnya apakah dimusnahkan atau
dipermanenkan, sehingga perlu dilakukan penilaian dan
pengkajian kembali.

Berkas Perseorangan adalah arsip yang tercipta dalam rangka
perjalanan Kkarier Aparatur Sipil Negara di Pemerintah
Kabupaten Dairi.

BAB 11
JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

Arsip Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara
meliputi:
. formasi Pegawai,
. pengadaan Pegawai;
. pembinaan Karir Pegawai;
. penyelesaianPengelolaan Keberatan Pegawai;
. mutasi pegawai;
administrasi Pegawai;
. kesejahteraan Pegawai;
. pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun;
perselisihan /sengketa Kepegawaian;
usulan Pemberhentian dan Penetapan Pensiun
Pegawai/Janda Duda dan PNS yang Tewas;
k. berkas Perseorangan Aparatur Sipil Negara;
l. berkas Perseorangan Pejabat Negara;
m.berkas Perseorangan Pejabat Lainnya;
n. berkas Perseorangan Staf Khusus Bupati; dan
o. berkas Perseorangan Kepala Desa.

Do A0 o

Jadwal Retensi Arsip Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB 111
PENILAIAN RETENSI ARSIP

Pasal 3

Penilaian Retensi Arsip terdiri dari :
a. keterangan musnah;

b. keterangan permanen;

c. keterangan dinilai kembali.

d. masuk berkas perseorangan.

Keterangan musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan apabila pada masa akhir Retensi Arsip
tersebut tidak memiliki nilai guna lagi.



(3) Keterangan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan apabila dianggap memiliki guna
kesejarahan atau nilai guna sekunder.

(4) Keterangan dinilai kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c¢ ditetapkan apabila dianggap berpotensi
menimbulkan sengketa atau perselisihan kepegawaian.

(5) Masuk berkas perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d disimpan di berkas pribadi yang ada di SKPD.

Pasal 4

(1) Dalam hal arsip telah habis retensinya tetapi masih digunakan
untuk kepentingan tertentu maka dapat diperpanjang
retensinya.

(2) Perpanjangan retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan Bupati berdasarkan usulan Tim Penilai Arsip
yang dibentuk oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI DAIRI,
ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO
Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 28 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,
ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA ZAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19701022 199803 1 006
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